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KEPALA DIESA MOLOAL LI
KABUPATEN KENIDAI

PERATURAN DESA MOJOAGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

PDENGAN KAHMAT THIHIAN YANG MALIA 1K5A

KEPALA DIESA MOJOAGLNG

‘a. Bahwa sesum dengan Ketentuan Pasal 21 Peraturan Menten

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturen
Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota
melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) han
sejak disepakati untuk dievaluasi);

b. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Camat Plantungan
Nomor : 140/051/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang

mn'lﬂ' V Proping Jawa Tengah  sebagaimana
tentang Pembuntuknir Trerats T il

tukin Duernhy Tiagkat B Hadong
Mengubahi Undang Unbig, Nomor 11 Tabuin
Pembentukan Dueral dierah Kobnagutens dodivn L
Propinss Jawa Tengnls (Lembin an Noepava Kepabibe
Tabin 1005 Nennor 92, Twembuthions - Feossi
- Repubbib odonen Nowwn 1707), - i
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- Peraturun Pemerintnh Nomor 38 Tahun 2007

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Re

publik Indonesi
Nomor 4286); o

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 lentang

Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tumbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355): '

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44 38);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daecrah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubnhan

Atas Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun 20014 tentang |
Pemerintahan Dacrah Menjadi Undang -Undang (Lembaran
Negara Republik  Indonesin Tahun 2015 Nomor 2,
Tambahan Lemburan Negorn Republik  Indonesus Nomor
5657),

Peraturan Pemerintnh Nomor 32 Tabun 1950 tentong
Penetapan Mula Belnkunya Undang Unduang 1950 Nomor
12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Docrah duemh |
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Baral dan Da
Istimewa Yogyakarta; '

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 ten
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Se
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 .
gng}exmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara F
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Le
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Pembagian - Urusan Pemerintahan antara
Pemerintuhan  Daerah Kabupaten dan
Daerah  Kabuputen/Kota (Lembaran
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tamba
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
W&n Pmm:-inmh Nomor 43 Tahun
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Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran N
Republik Indonesia Nomor 5539); cupa—
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 201 4 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran :x,.,.aapa e T -
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentung Dassa

Desa Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapaton den ;

Belanja Negara; |
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahu 2011 tenisg |

Peraturan Pelaksanoan Undang Undang Nogus 12 Talwen

2011 tentang  Pembentukan  Permtursn Perundasg-

undangnn (Lembaran Negonra Republik  lisdonsesin Tabuan

2014 Nomor 199);

15. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 260)

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Benta Negars |
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 2093); |

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 |
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negars :
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

19. Intruksi Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia No 3
Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) di Desa Melalui Angparan
Pendapatan dan Belanja Desa

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terunggal,
danhnnmﬂmlTnhmeIEimm.
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik
Tahun 2015 Nomeor 158);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah INgE
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peda
Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keg
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik In
Tahun 2015 Nomor 159);

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertin
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015
Pendampingan Desa (Berita Negara Republik I
Tahun 2015 Nomor 160);

za.gmnmummbm.mmm fert
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Pﬁmmmmnmanmmm -
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rah Kabupat
2021 Nomor 53); Paten Kendal Tahyp

26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 202
i : 1
Pengalokasian  Bagian Dari Hag;] Pajak Dacr;;ntgng
Retribusi Daerah Kepada Desa dj Kabupaten Kenda] Tahg:-:
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ke
2021 Nomor 62); ndal tahun

27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Masing-Masing Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran
2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 Nomor
28);

28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan By

pati Kendal Nomor 80
Tahun 2020 tentang Standarisasi Biava Tahun Anggaran
2021;

29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Sah bagi Kepala Desa dan Peran

Kendal (Berita daerah Kabupat
Nomor 6 );

Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokas Bersekala Desa di Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
Surat Edaran Dispermasdes No: 141 /2187/ Dispermasdes
tentang perihal Penetapan dan Penyaluran Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);

Surat Edaran Dispermasdes No: 141 /0247 /Dispermasdes

tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan dari Belnaja

Negara Tahun Anggaran 2021;

33. Peraturan Desa Mojoagung Nomor 01 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa

34. Peraturan Desa Mojoagung No 0S5 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Mojoagung (SOTK). ol

Peraturan Desa Mojoagung Nomor 3 Tahun 2020 tentan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Mojoagung Tahun 2020-2026 ( Lembaran Desa Mojo

Nomor 3 );

36. Peraturan  Desa  Mojougung  Kecamatan Pla

Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2021 tentang b
Kerja Pemerintah Desa Tohun 2022,

8 Tahun 2021 tentang

Tahun 2018 tentang
Penerimaan Lain Yang
gkat Desa di Kabupaten
en Kendal Tahun 2018

30.

31.

32.

385.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOAGUNG
dan
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
a. Pendapatan Asli Desa

dengan rincian

Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa Rp. 31.700.000,
Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok Rp. 140.400.000,
Hasil Sewa Ruko Rp. 180.000,-
Hasil Usaha Pohon Randu Rp. 100.000,-
b. Pendapatan Transfer
Dana Desa Rp.1.318.244.000,-
Bagi Hasil Pajak Rp. 43.910.234 .
Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp. 7.760.192,-
Alokasi Dana Desa Rp. 418.241.000,-
Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 61.000.000,-
- Bantuan Keuangan Khusus Rp. 0,-
c. Pendapatan Lain-lain
Silpa Rp. 0,
Jumlah Pendapatan Rp.2.021.535.426,

hJ

Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 618.355.234 .

b. Bidang Pembangunan Desa Rp. 549.003.103,

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 30.920.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 79.997.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana Rp. 728.260.000,-
Jumlah Belanja Rp.2.006.535.426,-
Surplus/Defisit Rp. 15.000.000,-

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 15.000.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 15.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 0
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaima.na .
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian '
tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. ‘

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :
a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan -
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya,
jika ada. '

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Dea:sa w
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai lande
pelaksanaan APBDesa,
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